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ABSTRAK 

 

 

JIMMY ALMUHZANI, Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No 71 

Tahun 2010 Terhadap Akuntanbilitas Laporan Keuangan Badan Pusat 

Statistik Banyuasin. (Dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, 

SE,.,MM dan Bapak Firmansyah Arifin, SE.MM.Ak.CA) 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Akuntanbilitas 

Laporan Keuangan terhadap Badan Pusat Statistik Banyuasin, serta faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, yang melipui: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, . Populasi penelitian ini adalah 

seluruh Seluruh staf dan Jajaran di BPS Banyuasin. Sampel penelitan ini dipilih 

secara purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara dan dokumentasi.  

  

 Dari hasil analisis yang telah dilakukan penulis yakni: dalam Implementasi 

Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Terhadap Akuntanbilitas Laporan Keuangan 

Badan Pusat Statistik Banyuasin Telah Sesuai dengan Pengelolaan Laporan Keuangan 

Badan Pusat Statistik Banyuasin dan  sudah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah Yaitu Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) dan dapat disimpulkan bahwa: 

  

 1). Laporan Keuangan ini pun telah disusun dan disajikan dengan basis akrual 

sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan 

akuntabel. Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi 

kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). 2). Kesiapan Badan Pusat 

Statistik khususnya BPS Kabupaten Banyuasin dalam melakukan Implementasi SAP 

berbasis akrual sebagai wujud kepatuhan terhadap pemerintah yang berlaku saat ini. 

Untuk Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 Badan Pusat 

Statistik Banyuasin telah mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). 

 

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) 

 

 

 



 
  
 
  

xiii 

 

ABSTRACT 

 

 

JIMMY ALMUHZANI, Implementation of government regulation No. 71 in 

2010 on accountability fot the financial report fot the development of the target. 

(Under the guidance of Mr. Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE,.,MM and Mr. 

Firmansyah Arifin, SE.MM.Ak.CA) 

 

 The study aims to know and analyze the accounting of the financial report's 

infallibility to Badan Pusat Statistik Banyuasin, as well as factors that influence it, 

that melicates: the budget realisation report, balance sheet, operational report, change 

of equity report. The research population is the entire staff and ranks in the BPS. This 

sample sample sample is selectively sampling. The research method used in this 

study is a qualitative study method. Data collection techniques are done with 

interviews and documenting. 

Based on analysis by the author: the implementation of government 

regulation 71 in 2010 against the liabilities of the financial report for banyuis already 

consistent with the management of the financial report for banyu, and already using 

the established standard of government regulation no.71 in 2010 on government 

accounting standards (SAP) and can conclude that: 

1). This account account has been prepared and presented on an akrual basis 

so that it will be able to provide transparent, accurate and accountable financial 

information. The financial report is also intended to provide information for 

management in decision making in an effort to realize good governance. 2)  

Preparing BPS in doing of implementation of the SAP based on acrual is obedience 

on regulation’s governance. To the budget of 2017 until 2019, BPS has been got the 

predicate unqualified opinion from (BPK) 

 

Keywords : Government Regulations No. 71 in 2010, Federal of financial report 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi 

salah satu reformasi yang dilakukan adalah peralihan akuntansi pemerintah yang 

berbasis kas menjadi basis akrual. Hal ini mengharuskan penerapan akuntansi 

pemerintah berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan 

keuangan negara tersebut adalah terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan 

indonesia yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi 

pemerintah berupa standar akuntasi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk 

memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan.(Ribo,2013:188). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemrintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan 

hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di 

indonesia. Standar tersebut berisi Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut 

menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan 

pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 

Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut 

kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan 

presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Berlakunya peraturan 

pemerintahan nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa 
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perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di indonesia, yaitu 

perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam 

pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu 

basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat 

dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, 

tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam 

akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus 

sumber daya, sehingga dapat menjadikan informasi yang paling komprehensif, 

karena seluruh arus sumber daya dicatat.(Harahap,2015:105) 

Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen 

keuangan modern yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih 

transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas. 

Untuk mewujudkannya diperlukan aparat pemerintah yang mampu menerapkan 

penggunaan basis akrual tersebut. Sumber daya manusia yang kurang memadai 

menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi 

aparat pemerintah yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap 

perubahan. Selanjutnya infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi 

berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih 

tinggi. Selain itu, dalam suatu organisasi pastinya memiliki komitmen yang 

berbeda yang akan berdampak dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di 

pemerintahan.(Rudianto,2013:189) 
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Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. setelah terlebih 

dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Standar 

Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan 

transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan 

aset, kewajiban, dan ekuitas dana.(Kartika Sari,2014:60) 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

pada tanggal 22 Oktober 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam rangka menciptakan tata kelola 

yang baik (good goverment), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai 

usaha untuk meningkatkan pengelolaan laporan keuangan yang baik. Laporan 

keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi 

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu 

periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai 

sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan 

operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas 

dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya 

terhadap peraturan perundang-undangan.(Kountur dan Untu,2015:101) 

Di Indonesia Implementasi laporan keuangan memiliki Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP), Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
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pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut 

kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan 

presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Peraturan ini menjadi 

pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun 

Propinsi dalam mengimplementasikan dalam penyajikan laporan keuangan 

berbasis akrual pada objek penelitian yang penulis lakukan, yakni di Badan Pusat 

Satistik Banyuasin.(Badan Pusat Statistik,2020) 

Badan Pusat Statistik Banyuasin merupakan badan pemerintah yang harus 

melaksanakan SAP berbasis akrual. Sebagai badan pemerintah, Badan Pusat 

Statistik Banyuasin dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya 

memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan belanja negara/daerah 

(APBN/APBD). Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik Banyuasin wajib 

menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pengelolaan anggaran negara dan daerah yang diperolehnya. Penyusunan laporan 

keuangan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Banyuasin harus 

berlandaskan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan melaksanan sesuai 

dengan Peraturan tersebut, apakah laporan keuangan tersebut sudah memenuhi 

akuntanbilitas. (Badan Pusat Statistik,2020) 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik mengambil judul untuk Skripsi ini dengan judul  
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“ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 

71 TAHUN 2010 TERHADAP AKUNTANBILITAS LAPORAN KEUANGAN 

BADAN PUSAT STATISTIK BANYUASIN”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Banyuasin? 

 

1.3 . Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui dan analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 Terhadap Akuntanbilitas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik 

Banyuasin. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis melakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat 

bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang 

berkepentingan: 

1. Bagi mahasiswa 

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman penulis 

dalam dunia kerja khususnya di bidang Akuntansi, dan tak terkecuali untuk 

mengetahui bagaimana situasi dan kondisi kerja suatu bidang keuangan dalam 

melaksanakan masing-masing tugas dan wewenangnya. Serta untuk menjadi bekal 
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kepada penulis Bagaimana cara bersosialisasi antara sesama perusahaan dengan 

baik dan dapat mengetahui apa saja produk-produk yang telah dibuat oleh 

Akuntan tersebut. 

2. Bagi Institut 

Memberikan sumbangan wacana pemikiran serta motivasi kepada 

masyarakat maupun lembaga yang terkait khususnya pada BPS (Badan Pusat 

Statistik)  Banyuasin. 

3. Bagi BPS (Badan Pusat Statistik) Banyuasin 

Untuk mengetahui sumbangan fikiran dan masukan dari mahasiswa 

khususnya pada laporan keuangan pada badan pusat statistik dibanyuasin menurut 

peraturan pemerintah tentang perundang undangan nomor 71 tahun 2010, apabila 

ada kekurangan atau sistem nya yang kurang baik sehingga dapat 

menyempurnakan prosedur sesuai peraturan. 
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